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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 
TENTANG 

KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan 
baku plastik di dalam negeri, menciptakan persaingan 
usaha yang sehat, dan penyesuaian terhadap Sistem 
Klasifikasi Barang yang baru, perlu mengatur kembali 
ketentuan impor bahan baku plastik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan 
Baku Plastik;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 
(Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 
Tahun 1938 Nomor 86);  

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

8.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);  

11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;  

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 59/P Tahun 2011; 
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13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                  
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan 
Perijinan  Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik 
Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia National 
Single Window; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                  
54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                   
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
57/M-DAG/PER/8/2012; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem 
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk 
Atas Barang Impor; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                         
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka 
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bahan Baku Plastik adalah senyawa organik yang mempunyai rumus 

kimia tersendiri yang digunakan sebagai senyawa antara dalam 
produksi plastik. 
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2. Importir Produsen Bahan Baku Plastik, yang selanjutnya disebut IP-
Bahan Baku Plastik adalah perusahaan produsen yang mengimpor 
Bahan Baku Plastik untuk digunakan sendiri dalam proses 
produksinya. 

3. Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik, yang selanjutnya disebut IT-
Bahan Baku Plastik adalah perusahaan yang mengimpor Bahan Baku 
Plastik untuk disalurkan kepada perusahaan produsen yang 
menggunakan Bahan Baku Plastik dalam proses produksinya. 

4. Persetujuan Impor adalah izin impor Bahan Baku Plastik. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perdagangan. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 
Kementerian Perdagangan. 

Pasal 2 

Bahan Baku Plastik yang diatur impornya meliputi Pos Tarif/HS: 
a. 2711.14.10.00 : Gas petroleum dan gas hidrokarbon berupa etilena 

yang dicairkan, dengan tingkat kemurnian kurang dari 95% (sembilan 
puluh lima persen); 

b. 2901.21.00.00 : Hidrokarbon asiklik tidak jenuh berupa etilena, 
dengan kemurnian tidak kurang dari 95% (sembilan puluh lima 
persen);  

c. 3902.30.90.10 : Kopolimer dari propilena berbentuk butiran; dan  

d. 3902.30.90.90 : Kopolimer dari propilena selain dalam bentuk cair 
atau pasta dan butiran. 

Pasal 3 
(1) Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya 

dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan 
sebagai   IP-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT-Bahan 
Baku Plastik dari Menteri. 

(2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-
Bahan Baku Plastik dan penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 4 

(1) IP-Bahan Baku Plastik dapat mengimpor Bahan Baku Plastik yang 
termasuk dalam Pos Tarif/HS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a sampai dengan huruf d.  
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